JAYA , RAYA

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA

NOMOR : 42 TAHUN : ]996 SERI :. B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

NOMOR | TAHUN 1996
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEN-
DUDUKAN DALAM WILAYAH DAERAH _KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA

, DENGAN RAHMAT TUHAN YA_NG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

4. bahwa ketentuan yang mengatur pendaftaran penduduk dan

Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Karte Tanda
Penduduk dalam wilayah Daerah Khusus Tbukota Jakarta
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Sistem Pendaf-
taran Kependudukan saat ini ;

. bahwa sehubungan' dengan huruf a tersebut dan dalam rangka

lebili memantapkan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam
Kerangka Sistem Informasi - Manajemen Kependudukan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dalam Kerangka Sisten Informasi Manajemen
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Melngingat

i

. Undang-Undang ~Nomer:- 12. Drt,

-Pemerintahan Dl Daera]

, Nomor 3153);

Undang-Undang Nomor 8 T'1hun 1981 tentana Hukum Acara
. Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Kependudukan;:
Tahun 1995 tentang Spem ik
Sarana Penun_pang 1amnya yang dipergunakan dalam penye-
Iengearaan Pendaftarari. Penduduk, Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2A Tahun 1995 lentang Prosedur dan Tata

Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka’

Sistem Informasi ﬁMana_[emf:n Kependudukan dan Keputusau
Menteri - Dalam ‘Negeri ' Nomor® 42" Tahun -+ 1995° ‘tentang
Pedoman Penyusunan Peératuran Daerah tentang Penyelengga-
raan’ Pendaftaran Penduduk ‘dalam Kerangka Sistem [nfor-

masi Manajemen Kependudukan, dipandang perfu Pemerin- .

tah~Daerah Khusus : Ibukota ~Jakarta- menetapkan - kembali

‘Peraturan _Daerzh  tentang: Penyelengcraraan Pendaftaran

Penduduk ' dalam Kerangka' ‘Sidtem " Informasi Manajemen
Kependu_d_ukan dalam ‘wilayall Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Tahun ;1957 --tentang
Peraturan Umum. . Retribusi -Dgerah  (Lembaran- Negara

. Republik.Indonesia- Tahun 1957 Nomor 57y ;. .. . -
. Undang-Undang- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
_(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun. 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negqra Repubhk Iudoaeﬂa Nomor 3019) ;

28 [emanc Pokok-pokok
(Lembarag” Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor'.'38 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 3037) ;

Undan g Undang No omor

Undang—Undang Nomor 5 “Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa. (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1979
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

.

Nomor. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) .

Undang- Und‘mg Nomor Al Tahun 1990 tentang  Susunan

- Pemerintahan Daerah Khusus Ibukola Negara Republik Indo-

nesia Jakarta' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Seri B Nomor : 1

CAYER
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e, Indonesxa Nomor 3430) v ;,-;-:f Ca o
- - “(Leibaran ‘Négard Republik Indonesia Tahiin 1992 Nomor

42 -3- ~, Seri 3B, Nomor :: 1

EEET

199{) Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Dt

Undang Undantu N‘(‘)mor 9> Tahum* 13997 tentaug Keimigrasian

‘ A Tambahan Lemba: an Negara Repubhk Indonesia Nomor
3474y : : : :

Kepulusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaf-

Jtaran Penduduk ;

Peruuran Memeﬁ Dalam Negeri Nomor LA Tahun 1995

tentang - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam

' Ker'ﬁ]‘dl\'\ Sistem Informasi Mamje'mcn‘ Kependudukan ;

“10.

Keputusan ‘Menteri Dalam' Negeri Nomor 45 Talun 1992
tefitang  Pokok-pokok : Penyelenggaraan Slstem Informasi
Manajeinen Departemen Dalam- Neger;

. Keputusan - Me,nten— Dalam Negen ‘Nomor- 1A Tahun 1995

tentang Spesrﬁkam ‘Blanko/Formilir/Buku  serta _ Sarana

F‘emlnjzuv3 L'unnya yang ‘dipergunakan. dalam Penyeleng-
" . garaan Pendaftaran Pendudik ;

13.

’ Kepumsm 'Menteri* Dalam’ Negeri NomorQA “Tahun 1995

tentang Prosedur dan Tata’ Cara Penyelenggaraan Pendaftaran

- Pénduduk dalam - KEI‘":]!E!{A S151em= Informasi Marajemen

Kependudukan ;

Keputusan Menteri D'lhm Negeri Nomor 42 Tahun 1995
tentang Pedoman Penyusuuan "Peraturan Daerah temtang
Penyelenggaraan Pendaftaran  Penduduk dalam Kerangka
Slstem Informasi Manajemen Kependudukan ;

. Peraluran Daeralt Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6

Tahun 1979 teiitang Pembentukan, “Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Kependuduka)i Daerah  Khusus Ibukota

Jakarta ;

_ Peraturan Daerah Daecrah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3

Tahun 1986  tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

' lingkungan Pemermtah Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Denaan persetujuan: Dewan. Pcrwakllan Rakyat Daerah Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

Sl By
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Menetapkan

B Nomer : 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ‘TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAF-

‘TARAN ' PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM

INFORMASI MANAIJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b,
" Ibukota Jakarta ; *

Gubernur Kepala Daerah-adalah Gubernur Kepala Daerah -

i

Daerah adalah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus

Khusus Ibukota Jakarta ;

Dinas Kependudukan adalah Dmas Kependudukan Daerah
Khusus Tbukota Jakarta ;

Walikotamadya adalah Wahkomm'ldya di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ;

Suku Dinas Kependudukan adaiah Suku Dinas Kependudukan
di Kotamadya Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Kantor Pengolahan Data Elekironik yang selanjutnya disebut
KPDE adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ;

Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus
Thukota Jakarta ;

Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan di Daerah Khusus
ibukota Jakarta ;

Penyidik Pegawal Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerimah Daerah Khusus

- Ibukota Jakarta ;

Sistern Informasi Manajemen Kependudukan adalah rang-
kajan unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan,
dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang
diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi
utama Departremen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

-LD Tahun 1996 No.
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Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruban
aspek kegiatan pendafiaran, pengolahan dan penyajian
informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomer Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,

. Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Surat-surat Keterang-

an Kependudukan ;

. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan dan

penelitian data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kema-
tian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kependuduk-
an, dan mutasi biodata ;

. Pengolahan data kependudukan adalah proses perekaman dan

pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk ;

Pényajian informasi.. kependudukan adalah proses peman-
faatan data hasil pendaftaran penduduk untuk kebutuhan
pelayanan masyarakar dan pelaporan ;

Penduduk adalah setiap-orang; baik Warga Necvara Repubhk
Indonesia maupun Warga Nezara Asing yang bertempat
tinggal tetap dalam Wilayah Daerah Khusus Jbukota Jakarta
dan telah memenuhi syarat—sydrat yang ditetapkan oleh

‘Gubernur Kepala Daerah ;

Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal
terbatas di Daerali Khusus Ibuketa Jakarta ;

Pendatang Baru adalah Penduduk yang datang akibat mutasi
kepindahan dari luar-Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah ;

Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia
yang datang darfi luar Daerah Khusus Ibukota fakarta serta
bertempat tinggal tidak terus menerus di Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta :

Tamu adalah S&Uﬂp orang, balk Warga Negara Indonesm
maupiin Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan
singkat ke Wilayah. Daerah-Khusus Ibukota Jakarta bukan
uneuk bertempat tmggal tetap yang lamanya tidak lebih dari
30 (tiga puluh) tri’ \




TP
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u. Keluarga adalahi-sekelompok orang yang mendiami sebagian
atau sehi'rhh'bahsfunaﬂ yang 'tingaal bersama dan makan dari
- 52l dapur yang - -tidak-” terbatas ‘pada’ orang- orang yang
* merplnyai” hubiirigan: darah saJa atau seseorane yang -
=7 o mgiidianir sébagian atau’ selumh b’mgunan 'yang mengurus
Leperluan hidupnya sendiris™:- -
-v. Kepala Keluarga adaldh : ,
-1 Qrang yang bertempat tlnegal"dengan orang lain baik
" menipunyai hubungan‘: "darah © maupun  tidak, yang
bertanggung jawab dilam keluarga itu ;
. Orang yang bertempat-tinggal seorang diri ;
3. Kepa'la' KéSa’tr'ian‘,'-?-As'ramé, Rumah Piatu dan lai-lain di
mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
w. Anggotd ‘keluarga adalah mereka yang bercantum dalam
Kartu . Keluarga . yang secara kemasyarakatam menjadi -
tanggung jawab Kepala Keluarga ; ..
x. Buku Induk ‘Penduduk, adalah bukq.;;yang memuat data awal
- serhug penduduk di masing-masing Kelurahan ;
y: Buku-Mutasi Pénduduk adalah buku yang memuat. catatan
" perubahan data setiap penduduk di masing-masing Kelurahan;

s

(o]

Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk
- yang . terstmhtur yang dlperoleh dari hasil pendaftaran
penduduk::;

aa. Mutasi data adalah- perubahan data kependudukan akibat .
peristiwa kelahiran, kematian, kedatangan dan kepindahan ;

N

‘ab.. Mutasi Biodata adalah perubahan data zkibat ganti nama, per-
kawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama,
ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga,
‘perubahan alamat tempat tinggal dan perubahan status
Kewarganegaraan ;

ac. Kartu Keluarga yang selanjumya chsmgkat KK adalah Kartu
yang memuat. data Kepala Keluarga dan semua anggota
keluarga

ad: Kartu ‘Tanda Penduduk yang selamumya disingkat KTP
adalah Kartu sebagai- bukti - diri (legitimasi) bagi setiap
penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;

ze. Kartu Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM
*.adalah kartu seb'lsm buki diri (leemmasﬂ bagl setiap

Jakarta:

_ nmmuat data sescorang
sm' d'm I\uer'madn lain vang

E;\

Ol'mn dddlﬂh l\ar
a Neg 'ua )
meny '1110ku1 d1r1m a:

K33

ki

ag. I\dr(u Nomor Induk  Kependudukan  adalah  Kartu  vang

S T memmt *Noinor induk 'Penduduk dan elemen daia lainnya

“yang diberikan kep'ld 'pendudu]\ )"mo berusia di bawah 17
(1Ll_]llh bL]dS) rahun dan velum l\a\t m

‘.
D R ;f. '

.al.: Surat l\eteranaan Kependudukan aclalall bLl'l[L]l\ keluaran

'. sebagai hasil, dari kegiatan .penyelenggaraan pendafiaran
pencﬂtduk vang melipyli Sural Keterangan Kelahiran, Surat
.. Keterangan, Lahir. Mati, Sumt Kctcr'mcrm Kematian, Surat
Keter*mgm Pll'lddh Sural Ke(eraugan Pendaftaran Penduduk
Sementara, Suml !\etemngan PLndaeran Penduduk Tetap,
Surat [\eter‘mgan Tempat Tmegal Surat Keterangan Peru-
bahdn Status” Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan
Pendatang,: -Baru,; Surat Keterangan Pembatalan  Status
Kepanduduk'm ‘Surat, Bukti Penelitian Sementara dan Surat
Izin Untu]\ Mcnetap Surat Kererangan Penelitian Pendaftaran
‘pendudik’’ ” Surar Ke[:,mngan Penjernthan Pendaftaran
Penduduk.+Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan
Indonesia dan Surat Keterangan Data Kependudukan :

-t

ai. Noior Induk Kepéndudukan yang selanjutnya disingkat NIK
n'é]ahh Nomor' ‘vang dikéluarkan oleh Pemerintah untuk
EEsEor 'mg yang telal didafar seb'{em penduduk ;

ai. Nomos lnduk Pcnduduk Smu.mam y;ano selanjutnya disingkat
NIPS adalah Nomor vang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk
seseorang vang telah didaftar sebagai Penduduk Sementara

ak. me‘uﬁ'i PL‘1iﬁohonatf'Pcndafl"lr“aniPeiaporzm ad'ﬁah formulir

dalain mngka pend'lft’uan penduduk

penduduk musunan ddldl‘ll Wl]aydh Daemh Khusus Ibukota

e s AT o —.

Lt S o
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"BAB I -
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

Setiap Penduduk, Penduduk Sementara, Pendatang Baru Pendu-

ik Musmmn dan” Tamu, berhak mendapdtkan pelayanan dalam
“peny elcn,mara'm pend'lfrcmn penduduk

Pasal 3

(l) SCIldp Penduduk Penduduk Sememara Pendatang Baru,
Penduduk Musnnan dan. Tamu wajib - mendaftarkan  diri
I\epqda Pemermmh Daer'\h ,

{2} Kewajiban sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) pasal ini
termasuk juga kewajiban untuk meldporkan setiap mutasi data
dan mutasi biodata-yang terjadi: -

3 Ke\V’ljil)"m pendafiaran .penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi anggota
Pelwakllan Negara Asing dan “Organisasi Internasional
bescn ta keluarganva :

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK
o Bagmn Peltama

PLlapm an Kelahu an dan: Lahir Mati

Pasal-. 4

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan Kepada Kepala Kelurahan
setempat selambat-lambatnya dalam jangka wakw 30 (tiga
pulult) hari ker]a sejak 1anggal Lelahlr'm

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksnd pada ayat (1) pasal ini proses penyelesaiannya
" dilaksanakan olch  Kepala Kelurahan setelah mendapat
persetujuan Camat., e

(3) Pelaporan kelahitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
{2) pasal ini dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan
Kelahiran, dan Kartu Kelnarga baru yang dltandatanoam oleh
Kepala Kelurahan.
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- (4) Khusus kelalliran - Penduduk Warga Necara Asing, clan

Penduduk. Sr;]memara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) pasal ini sesudah mendaitarkan kepada Kepala

. Kefurahan sttempat,;. wajib melaporkan ke Walikotamadya
. untuk peneltian.. surat-surat/dokumen yang dimiliki dalam
- rangka menpcro]eh Surat Keterangan; Pendaftaran Penduduk
Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Semen-

tara..

(3) Pe!zipb'fzim lahiran Penduduk Sementara sebagaimana

7 dimiaksud idzi’éﬂfat”(tl) pasal ini- dicatat dalam Buku Induk
Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan
“hanya diberkan Surat I\eterzmoan Kel'ﬂman yang ditanda-
tangam ole_‘ Kepala Kelurahan _

I’asal

yi yang, menmaga] dl afas 7 (tujuh) buhn usia
ajib. dilaporkan kepada-Kepala Kelurahan setem-

B

{1y Kelahiran
kandungan.
pat - T
2 Pelapman celdhiran sebagdimani ‘dimaksud pada ayat (1)
~ ‘pasal ‘ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang
ditanda tan&am oleh Kepala Kelurahan. :

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian
H " Pasal 6
(1) Setiap Le}yx atian w1_|1b dllapml\an kepada Kepala Kelurahan

dalam ‘jajgka wakiu selambat-lambatnya 3 (tiga} hari kerja
sejak tanggal kematian. |

-(7) Pelaporan kemarian sebacammna dll‘ﬂ'll\SUd pada ayat (1)

pasal ini dicatat dalam. Buku lnduk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk serta duerbukan Surat - Keterangan
Kematian dan. Kartu Keluarg a baru yang ditandatangani oleh

Kepala Ke!urahan

(3) Pelaporan kemanan Penduduk Scmemara dicatat dalam Buku

Induk Petduduk Sr.mentala dan« Buku Mutasi’ Penduduk
Sementara}serta. dnerbitl\'m Surat Keteransan Kematian yang
ditandatangani Kepala Kelurahan

i

! -

i i




(4)

- Kelurahan setempat;: w
" dalam “rangka pencabut:
- Penduduk Te:ap atad Sura I\eteranoan Pendaftaran Penduduk
- Sementara. © - R SR

—_—
[y
—

(2

—t

(L

—’

(3)
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Khusus pelaporan’ kerhaljan penduduk Warga Negara Asing

dan Penduduk Seémentary “sebagaimana dimaksud pada ayat .

(2) dan (3)" pasal ini, sesudah' dilaporkan kepada Kepala

jib dilaporkan ke Walikotamadya
~Sifra’ Keterangan Pendaftaran

{

o Bagiin Ketlga
o Peudaftal n Pe:pmdahan
s_aI
Setiap pelpmdahan Pendu?u}\ dan Peududuk Sememara wajib
didaftarkan l\epad'i Kepa[ﬁKelumhan setempat.
Setiap perpmdahan Pendpduk Warga Negara Asing, dan

+Penduduk - Sementara -sebigainyana; dimaksud - pada ayat (1)

pasal : ini: -sebelum- dida arka11=,_=kepéda Kepala Kelurahan
setempat. wajib dilaporkanike Walikoramnadya untuk peneliiian
terhadap. surat-surat/dokumen yang dimiliki dalam rangka

- pencabutan Surat Keteranazr Pendafmran Penduduk Tetap atau

Surat Keterangan Pendaftaran Pendqulk Sementara.
Pisal 8

Setiap . perpindahar pendnduk  Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (i) dicatat dalam
Buku Diduk *Penduduk daﬁx Buku Muiasi Penduduk serta
diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani
Kepala Kelurahan atas nama'Camat.

Khusus perpindahan pendudik Warga Negara Asing dan
Penduduk Sementara ditentukan sebagai berikut :

a. Perpindahan dalam” wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta diterbitkan - Surat “Ketérangan Pindah  vang
ditandatangani Kepala Kelurahan atas nama Camat ;

b. Perpindahan keluar wﬂay'lh Dacrah Khusus Ibukola
Jikartd atau keluar riegeri diterbitkan Surat Keterangan
Pindalr yang dllaudman%nl oleh Wa!:konmady

Pendaftaran perpindahan pepduduk W'trga Negara Asing di-
catar dalam Buku Induk Penduduk dan Buka Mutasi Penduduk.

LD Tahun.-1996 No.
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(4) Pendaftaran perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam

Buku. Induk Pénduduk Sementara dan Buku Murasi Penduduk
. Sementara. ' :

Pasal 9

Pérpindzihan”p'én'duduk dan Penduduk Semeniara dalam satu
Kelurahan hanya merupakan perubaban- alamat tempat tinggal
dan Udal\ diterbitkan Surat Kelcr‘muan Pm(hh

1)

2

Bagmn l\ecmpat
Pendaftaran KLdatangan
Pasal - 10

Kedatangau pendudul\ W'lrga Negara Indonesia yang diaki-
batkan perpindahan di dalam atau dari uar wilayah Daerah

-Khisus Ibukota Jakarta waub didifiarkan kepada Kepala

Kelurahan setémpat ‘dalam jangka waktu selambat-lambatnya
14 (empat belas) han kerja se[ak tanggal Surat Keterangan

Pindah. .
Kedatarigan penduduk Warga Negara Asing di dalam dan dari

" luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib didattar-

3)

(4)

kan kepada Walikotamadya setempat dalam jangka wakiu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja ssejak tanggal
Surat Keterangan Pindah.

Kedataﬁgan penduduk dari luar wilavah Daerah Khusus
Ihukota Jakarta baik Warga Negara Indonesia maupun Warga
Negara Asing sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) pasal
ini wajib terlebih dahulo memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Kedatangan Penduduk Sementara dari dalam dan luar wilayah
Dzerali Khusus [bukota Jakarta serta dari negara lain wajib
didaftarkan kepada Walikotamadya- setempat dalam jangka -
waktu selambat-lambatnya 14 (empar belas) hari kerja sejak
tanggal Surat Izin Tinggal dari Imigrasi.

Pendaftaran yang melebihi jangka wakiu sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) pasal ini proses penyelesaiannya
dilaksanakan oleh- Kepala Kelurahan setelah ' mendapat
'persetujuan‘ Carnat. ~
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(6) Pendafiaran yang - ‘melebihi jangka “waktu sebagaimana
“dimaksud -pada’ ‘dyat © (2)--'dan’-(4) pasal ini proses
penyelesaiannya dilaksanakan ‘oleh: ‘Walikotamadya setelah
111enc1aﬁa; persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
Pasai 11

B .‘I oL e . Aol
Pe11d'1fta1an l\edaranuan penduduk Watgq Negara Indonesia
~.dicatat dalam -Buku Induk : Penduduk'. dan Buku Mutasi
Penduduk sern dnerbltl\'m Kartu Keluarga.

(2) Pen' ftarad da[ancan penduduk Warga Negara Asing
<7 dieatat daldin < Biika” Induk  Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk: serta diterbitkan Surat Keterangan Pendafiaran

7 Pendudul\ Tetap dan Kart Keluaroa

::(-3;}; Bagl Penda[anq Baru pendaftar'm kedatanoan penduduk

.. sebagalmana dtmaksud p'1d1 ayat (1) dan (2) pasal ini baru
_ dapat d11akukan se[elah dlbenkan

a. Surat Keterangan Tempat Tmagal dan Surat Keterangan
Pelaporan Pendatang Baru bagi.Warga Negara Indonesia ;

.b.- Surat :Keterangan . Tempat  Tinggal, Surat Ketarangan
Pelaporan .- Pendatang - Baru, Surat Bukli Penelitian
Sementara, -dan. Surat Izin Untuk Menetap, bagi Warga
Negara Indonesia Keturunan-Asing ;

c. Surat Keterangan “Tempat Tinggal, Surar Keterangan

* Pelaporan Pendatang Baru dan Surat [jin Menetap dari

. Gubernur-Kepala Daerah bag: penduduk Warga Negara
Asing.

(4) Pendaftaran -kedatangan Penduduk Semennra dlcatat dalam
Buku " Induk Penduduk' Sementara dan diterbitkan - Surat

-~ Keterangan: Pendaftaran' Penduduk. Sementara serta Surat '

Keterangan Tempat Tinggal. «

T

Baglan Kellma
Pelaporan Tamu dau Penduduk Musiman
Pasal 12

(1)* Setiap -Taniu dan Penduduk Musiman wajib melaporkan diri

di ' Kehurahan setemipat  selambat: :lambatnya dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
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Bagi ~Tamu Warga Negara Asing sebelum ~melapor ke
Kelurahan terlebih dahulu wajib melapor ke Walikotamadya.

-Sebagai bukii pelaporan kepada yang bersangkutan diberikan:

’ a Sumt Keteranaan Tamu baux Tamu ;

W

b. Karlu Penduduk Musiman bagi penduduk musiman.
o . | Baglan Keenam
Pelaporan Perubahau Status Kewarganegaraan
Pasal 13

Seli'\p-peruli)ah'm' sla[us kewvaanecaram yang telah menda-
pat penetapan dari ll\‘:l‘mSl yang berwenang wajib dilaporkan

* kepada, Wahkotamadya

)
(3)

4

(1

Q-

Kewajlban ‘pelaporan - sebaoalmana dlmaksud pada ayat (1)
pasal ini termasuk juga perubahan status kewarganegaraan
yang menyebabkzm perubahan status kependudukan dan yang

_karena " ketetapan ; Undang-Undang - telah - memperoleh Surat

Kewarganegaraan: [ndonesia.

Waiikotamadya mencatat perubahan qeb’tgalmana dl:naksud
pada ayat (1) dan (2) -pasal:ini, dan menerbitkan Surat
Keterahgan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat
Keterangan:Pelaporan Warga Negara Indenesia yang karena
ketetapan .- Undang-Undang mendap'lt kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Perubahan -status. kewarganegaraan . yang tciah dilaporkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2) dan (3) pasal ini
diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

Bagian ls.etUJull
Pclép'o_;'an 1_’?:1 ubahan Stz:tt,ggs,_ Kependudukan
' | | Pasal’ 14
Setmp erubahan .status.  kependudukan dari Penduduk

Sementara menjadi pcndudul\ Warga Negara Asing wajib
melapor kepada Walikotamadya selambat-lambatnya dalam

.« jangka:waktu. [4: (empat belas) - hari kerja .untuk memperoleh

Surat.Keterangan-pendaftaran Penduduk-Tetap, Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Keluarga dan-Kartu- Tanda Penduduk.
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(2) Surat Keleranaan Pendaftaran Penduduk Tetap sebaﬁalmaua
dimaksud pada ayat ¢1) pasal ini- dapat diberikan apabila
Penduduk Sementara yang bersangkutan telah memperoieh
penetapan perubahan status kependudukan dari Direkiur
Jenderal Imigrasi Departemen Kehaknnan

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Mutasi Biodata
" Pasal 15

(1) Setiap mutasi biodata Penduduk dan Penduduk Sementara

wajib didaftarkan kepada Kepila Kelurahan.

(2) Penduduk Warga negara Asing, dan Penduduk Sementara
yang mengalami mutast biodata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kepada Walikotamadya.

Pasal ]6

(1) Pendaftaran niutasi biodata bagi Penduduk Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk
Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk,

(2} Mutasi biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing yang telah dicatat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan atau
Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran
Penduduk Tetap bagi penduduk Warga Negara Asing,

(3) Pendaftaran mutasi biodata bagi Penduduk Sementara dicatat
_ dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi
Penduduk Sementara.

(4) Mutasi biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dlcatat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diterbitkan
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Kesembilan
Penelitian Persyaratan
Pasal 17
(1) Dinas Keperdudukan berwenaﬁg melakukan penelitian atas

keabsahan dokumen kependudukan dan ke]engkapan persya-
ratan dalam keglatan pendaftaran penduduk

- LD:Tahun 1996 No. 42
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‘- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana climak.sud pada ayat
(1) pasal ini, Dinas Kependudukan dapat meminta keterangan
" kepada yang bersangkutan dan atau Instansi lain.

© 7 (3) Sebagai bukti perelitian- keabsahan dokumen kependudukan
diterbitkan Ssurat Keterangan. Data Kependudukan:

(4) Sebagai -buki kegiatan pefielitian kelengkapan persyaratan
_pendafiaran  penduduk  khusus Penduduk  Warga Negara
Asing/Periduduk  Sementara diterbitkan® Surat Keterangan
'Penelitian Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asil?g/
Pendudiik Sementara sebagai syarat ‘untuk penyelesaian
Pendaftaran Penduduk., :

"BAB IV
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN {NIK) DAN
- NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTRA (NIPS)

Pasal 18

(1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomer Induk Kependudukan
(NIK). _

{2) Nomor Induk Kependudukan diberikan‘ kepada seseorang
sejak yang bersangkutan didi}t'tar sebagai penduduk di wila-
yah Negara Republik Indoqesm.

(3) Nomor Induk Kependudukan be-r]:lku. seumur hidup dan tidak
dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

(4y Nomor Induk Kependudukan dicanumkan dalam Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor‘ Induk
Kepenc_itudukah dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

(5)' Kal}‘lﬁ Iglomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ‘ayat (4) pasal ini, diberikan kepada pcnduduk' yang
berusia di bawah 17 (tujult belas) tahun dan belum kawin.

(6) Beiituk Kartu Nomor Induk Kependudukan dan komposisi
Nomor Induk Kependudukan diatur lebih lanjut dengan
Keputus:an Gubernur Kepala Daerah. :

Pasal 19

‘(1) Setiap Penduduk Sementara wajib memiliki Nomor - Induk
~ Penduduk Sementara (NIPS).
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(2) -Nomor Induk:Penduduk:Sementara berlaku selama yang ber-
sangkutan berstatus sebgai Penduduk Sementara.

" (3)° Nomor Iritfiﬁlfj;?éﬁdu'diik'Selﬁéﬁtara dicantumkan dalam Surat

. Keterangan-‘Pendafidan - Penduduk . Sementara, Surai Kete-
- -rangan:Tempat: Tinggal dan- Surat Keterangan Kependudukan
.. lainnya yang. _terl_gaitjQquatlfpggdaftanan Penduduk Sementara.

I\ARTU- KELUARGA
P.]sal 20

(1) Semp Kep'al'l Keluarga® WZI_]lb memiliki Kartu Keluarga

- (7) Dalarh Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data

. semua anggota: keluarga.

' (3) Kartl Keluarga ‘terdiri- daii Kartu Keinarga Warga Negara

- Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

_{4)- Dalam. | (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya
harus ‘dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara

I11_donesia dengan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
Pasal 21

Kartu Keliarga ditandatangani oleh Kepala Keiurahan dalam
raunkap 3-(tiga) dan-diberikan masing: masu]g untuk :

- Kepala: K_r-;luarga,(lembar pertama) ;
.b Ketua Rukun Tetangga (lembar kedua) ;
Kepa]a Kelurahan (lembar ketiga).

Pasal 22

Kartu Keimroa yang rusak hllano dan atau terjadi perubahan

. data harus- dlzann dengan yang, baru.

. BAB VI
KARTU TANDA® PENDUDUK
Pasal 23
(1} Setiap penduduk yang telah berusia 17 {wjuh belas) tahun
atau sebelummya telah kawin dan atau periiah kawin wajib

- memiliki Kartu Tanda Pendudu_k dan membawa Kartu Tanda
Penduduk tersebut
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'=*(7) Set:ap penduduk hanya memlhlu | (saru} Kartu Tanda

Penduduk.-. p

- (3) Kartu Tanda Penduduk Warfza Negara Inderiesia  diberi

keierangan Warga Negara:indonesia, Kariu Tanda Penduduk
. -Warga. Negara Asing diberi kelerangan sesuai kewarga-
- negaraannya. )

&) 'Kewaub'm memlhkl Kar[u T“mda Penduduk sebagaimana
“dimaksud pada ayat (1), pasal ini dila]\ukan selambat-lambat-
nya dalam’ ‘jangka “wakin 14 (empat belas) hari kerja sejak
yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia
17 (tujub belas) tahun atau sebelumnya telah kawin.

(5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk yang melebihi

. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini,
quroses penyelesannnya dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan
o sete}ah 11'181‘1(1'1133.[ persetujuan Camat.

" . --Pasal 24

(1} Kartit Tanda Penduduk ditandatangani Kepala Kelurahan atas
-nama Camat. ; :

“(2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat dl—

_.perpanjang. dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang
baru.

(3) Kartu ;I"anda Penduduk yang telah habis masa berlakunya,

“dalarh jangka wakm 14 (empat belas) hari kerja yang
- bersanigkutan  wajib melaporkan” kembali kepada Kepala
Kelurahan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda
_Penduduk yang baru.

(4) Kariu Tanda Penduduk yang rusak, hﬂamz atau terjadi
perubahan data harus dleann denaan yang baru.

‘ (5} Kewajlb'm melaporkan kembali yang melebihi jangka waku

sebagditnana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, proses
. penyelesaiannya iilaksanakan oleh- Kepala Kelurahan setelah
mendapat persetujuan Camat, :

Pasal 2:»

‘(1)' :Penduduk Warga Neeara Indonesm yano beru51a 60 (enam

puluh) tahun ke atas dlbenl\an Kartu Tanda Penduduk yang
berlaku seumur 111dup

d
|.|j |
A



LD Tahun 1996 No. 42 S18- - .+ Seri vB.Nomor :1

(2 Ketentuan 'sebagaimana’ dimaksud pada ayat (I) pasal ini,

hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat’

tinggal tetap dan tidak. terlibat langsung atau tidak langsung
dengan organisasj-terlarang.

“Pasal ” 26

Setiap, Penduduk yang, pmdah ke Euar Daerall Khusus Ibukot't -

quarta wajib mcnyer'lhkan Kartu Tanda Penduduk kepada
Kep'lia Kelurahan setcmp'u
E B AB VI
"KARTU ORANG
Pasal 27
(1) Senap Penduduk Warga Neoara Asmc yang telall terdafiar di
Walikotamadya, dlbua{kan Kartu Orang.

(2) Kartu Orang menat data dan perubahan data Warga Negara
Asing serta disimpan di Walikotamadya.

:BAB VII :

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN
PELAPORAN

Bagian ' Pertama

-F .

Pengelolaan Data Kepeududukan

» Pasal 28 .
. Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintahi yang harus
. diperlihara dan dilindungi. .
Pasal 29
" Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penye]enggaraali

pendaftaran penduduk dilzﬂ\sanakan oleh Dinas Kependudukan.
Pasal 30

(1) Da[a kependudukan yang’ diperoleh dari hasil penyeleng-
garaan pendaftaran -penduduk -disimpan oleh Dinas Kependu-
dukan., :

(2) Dinas Kepcndudukan dan Kantor Pengolahan Data Elektronik
melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dalam
“rangka penyajian informasi kependudukan,
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Rk ‘Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 31

Kepala Kelurahan melaporkan data hasil pendaftaran pendu-
duk kepada Camat setiap bulan.

Camat melaporkan data hasil- pendaftaran penduduk- kepada
Walikotamadya setiap bulan.

Walikotamadya melaporkan hasil pendaftaran penduduk

: ;_,kepadq Gubernur Kepala Daerah setiap bulan.

(1)

@)

“@

()]

BAB IX
PEMBATALAN
Pasal 32

Apablla ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,
Kartu ~Nomor -Induk Kependudukan ‘Kartu  Penduduk
Musiman dan Surat ‘Keterangan Kependudukan yang lain,

‘vang didapar tanpa melalui- prosedur sebagaimana ditetapkan

dalam. Peraturan Daerah ini, maka kartu dan Surat Kete-

_rangan Kependudukan dxmaksud dlcabut dan atay dibatalkan.

Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagai-
mana . dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu
meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau
mstansx terl\alt :

Dalam meminta: keterangan dari penduduk sebagaimana di-
maksud pada ayat, (2) pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai

. Negerl Sipil membuat Berita Acara Penieriksaan (BAP).

Pencabutan: atau pembatalan sebagalmana dimaksud pada ayat

. (1) pasal-ini juga termasuk dari akibat langsung yang terjadi

atas :penetapan  dari: pembatalan instansi lain dengan diter-
bitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

Prosedur. dan .tata, cara: pelaksanaan pencabutan dan atau
pembatalan sebaoalmana d1maksud pada ayat (1), (2) dan (3),
pasal ni ditetapkan ‘oleh Gubemur Kepala Daerah.
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BAB X
RETRIBUSI
Pasal‘33

(1) Atas pemberian pelayanan di bidang kependudukan di kéna-
kan retribusi, dengan nama retribusi kependudukan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) pasal
ini adalah :

1.
2.
3.

Kartu Keluarga ;
Kartu Tanda Penduduk ;

Kartu Nomor Induk Kependudukan bagi penduduk yang
berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin;

Kartu Penduduk Musiman ;

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Pen-
duduk Warga Negara Asing ; %
Surat Keterangan Pendaftaran  Penduduk Sementara
(SKFPPS) bagi Warga Negara Asing ;-

7. Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan ;

18.
19.
20.
21.

Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan ;

. Surat Keterangan Pelaperan Kewarganegaraan Indonesia ;
10.
11,
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Surat Keterangan Kelahiran ;

Surat Keterangan Lahir Maii ;

Surat Keterangan Kematian ;

Surat Keterangan Pindah ;

Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru ;
Surat Keterangan Pelaporan Tamu ; '
Surat Keterangan Tempat Tinggal ;

Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk bagi
Penduduk Warga Negara Asing/Penduduk Sementara ;

Surat Keterangan Data Kependudukan ; .
Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk ;
Surat Izin Untuk Menetap ;

Surat Bukii Penelitian Sementara,

(3) Besarnya retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adatah
sebagai berikut :

- 21 - - Seri

Kartu Keluarga

- Penduduk WNI

- Perduduk WNA

Kartu Tanda Penduduk .

- Penduduk WNI .

- ‘Penduduk WNA-

Kartu Nomor Induk Kependudukan,
bagi penduduk yang berusia di bawah
17 (tujuh belas): tahun dan belum
kawin.

- Penduduk WNI

- Penduduk WNA

Kartu Penduduk Musiman

Surat Keterangan Pendaftaran Pen-
duduk Tetap bagi WNA, per-orang
Surat Keterangan Pendaftaran Pen-
duduk Sememntara (SKPPS) bagi
orang asing, per-orang o
Surat Keterangan Pembatalan Sratus
Kependudukan

Surat Keterangan Perubahan Status
Kewarganegaraan -

Surat Keterangan Pelaporan
Kewarganegaraan Indonesia

. Surat Keterangan Kelzahiran

- Penduduk WNI

- Penduduk WNA/Penduduk
Sementara

. Surat Keterangan Lahir Mati

- Penduduk WNI
- Penduduk WNA/Penduduk
Sementara

. Surat Keterangan -Kemaiian

. Penduduk WNI
- Penduduk WNA/Penduduk
Sementara

;B Nomor ; 1
= Rp 1.000.,00
= Rp  2.000,00
= Rpl 1.000,00
= Rp  3.000,00
= Rp  1.000,00
= Rp  2.600,00
= Rp 1.000,00
= Rp 25.000,00
= Rp 25.000,00
= Rp- 0,00
= Rp 40.000,00
= Rp  5.000,00
= Rp 2.000,‘{)0
= Rp 5.000,00
= Rp 0,00
= Rp  2.000,00
= Rp 0,00
= 2.000,00

Rp
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13. Surat Keterangan Pindaly :
- Penduduk WNI... = = Rp

2.000,00
- Penduduk WNA/Penduduk )
Sementara, - =-Rp 10.000,00
14. Surat KeteranganPelaporan Penda- )
tang Baru per-orang. :
- Penduduk WNI. = Rp 35.000,00
. -+ Penduduk WNA = Rp 20.000,00
15:: Surat Keterangan Pelaporan Tamu
- Tamu WNI e = Rp  1.000,00
- Tamu WNA -7 = Rp 10.000,00
16. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Penduduk WNI : = Rp  2.000,00
- Penduduk WNA/Penduduk .
Sementara = Rp 10.000,00
17. Surat Keterangan Penelitian Pendaf-
taran Penduduk WNA/Penduduk :
Sementara per-orang = Rp 5.000,00
18. Surat Keterangan Data Kependu—
dukan = Rp  2.000,00
19. Surat Keterangan Penjernihan. Pen-
daftaran Penduduk
- Penduduk WNI = Rp 5.000,00
- Penduduk WNA/Penduduk :
Sementara ) ‘ =-Rp 10.000,00
20. Surat Izin Untuk Menetap untuk'per- .
orang . = Rp 25.000,00
‘21 Surat Bukti Penelitian Sementara -
per-orang. ‘ ‘ = Rp 10 (000,00

(4) Semua penenmaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal
ini merupakan pendapatan: Daerah yang harus disetor ke Kas
Daerah dan apabila. dikemudian hari ada kerjasama dalam
bentuk apapun dengan pihak ketiga, maka kerja sama
dimaksud harus terfebih . dahulu memperoleh perserujuan

" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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(5) Untuk menunjang kegiatan operasional penye-lenggaraan
pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang
besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan
ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. n

{6) Bagl penduduk yang tergolong ridak mampu dapat diberikan
Kartu Tanda -Penduduk, Kartu Keluarga dan Surac Kete-
rangan Kependudukan lainnya dengan cuma-cuma berdasar-’
kan Surat Keterangan tidak manpu dan Kepala Kelurahan.

BAB X1
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
' Pasal 34

IR

Seuap wapb retrlbu51 harus membayar retribuSJ yang terhutang
- dengan tidak tergantung adanya surag ketetapan retribusi.

Pasal ‘35

(1) Apabtla ternyafa retribusi yang !fterhutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dlbayar kurang atan sama
sekali tidak dibayar sesuai dengan besarnya retribusi, maka
retribusi’ yang kurang atau sama sekali tidak dibayar itu dapat
ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk selama belum lewat 3 (tiga) tahun.

.(2). Retribusi yang ditetapkan scbagaimana dimaksud pad'a ayat
(1) pasal ini, ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang

kurang atau tidak dibayar.

' (3) Gubernur -Kepala Daerah .atau Pejabat yang -ditunjuk
berwenang mengurangkan atau membatalkan, baﬂ.c untuk
" seluruhnya atau sebagian 'tambhhafr’:s‘ebagaimana.dxmaks.ud
pada ayat (2) pasal ini; berdasarkan kekhilafan atau kelalaian

yang dapat dimaafkan.

4) Terhadap Surat Ketetapan RBII‘lbUSI sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini d1berlakukan sesua1 ketentuan tentang

penagihan retribusi Daerah.
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o BAB XIK
PENAGIHAN
' Pasal 36 '

Surat Ketetapan Retrlbu51 dan tambahannya merupakan dasar
penaglhan retnbu51 :

Pasal 37
b Apablla fetrtbu51 yang terhutang pada saat’ jatuh rempo pemba-
* yaran tidak dibayar ‘atau dibayar kurang ‘akibat kelalaian, maka

atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50%
(luna puluh persen) darl retrlbu51 dltetapkan

S “Pasal 38

Hak . untuk nieia{k'llkan penagihan  retribusi termasuk

. tambahannya .kenaikan" dan-biaya penagihan. gugur setelah .

- melampaui-3 (figa) tahun sejak. saat terhutangnya retribusi.
T ~ Pasal 39

Tata cara penaglhan dan penghapusan terhadap piutang retribusi
yang dlatur da]am peraturan Daerah m1 dltetapkan oleh Gubemur
_Kepala Daerah _ 7
L BAB X
: ' -KEBERATAN--.:,
“Pasal 40 -
{1): Wajibs. retribusi - dapat. mengajukan keberatan {erhadap
ketetapan: retribusi dalam jangka waktu 3 (1riga) bulan sejak
tanggal penétapan. :

.;‘(7) Guberiur, Kepala Daerah atau Pejabat, yang diwnjuk dalam
. -jangka...waktu- paling lama .6 (enam). bulan sejak surar

. keberatan diterima,. harus memberi keputusan atas kcberat'm
;yang digjukan. .

(3) Apabila-dalam szgka waktu 6 (enam) bulan Gubernur. Kepala -

Daerah.catau -Pejabat.. yang, -ditunjuk tidak.  menetapkan
- keputusan, sebagalm'm'l dlmaksud pada ayat (2} pasal ini,
' maka keberatan yang dlajukan tersebut dnngap diterima.

: 'Pengawasan atas’ pelaksanaan ketenman dalam Peraturan Daerah

1111 d:tugaskann Lepada Dmas Kependudukan dan peluoas yang

BA'B *XV[
KETENTUAN "FIDANA .
S Pasal 43 3

) ayat (1) (7) (3) dan (4), Pasal 12 ay'u (1), Pasal 13 ayat (1),
i Pasal 14 ayat, {1) Pasal 15 Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasat.
"73 ayar (1), (7) d"tn (4) séita Pasal 24 ayat (2), (3) dah (4)
Peraturan Daerah ' ini dlancam dengan hukuman pidana
i kurungan selama—]amanya 3 (tiga)- bulan’ atau denda sebesar-
" “‘pesariya- Rp 50.000,00 (hmapuhlh ribii rupiah).
(2) "Tindak p1dana sebagaxmaua dlmaksud pada ayat (1) pasal ini
.‘f=ada1ah pelanggaran e

'I’s"A”'ia' X'Vn'

T

!,PENYIDIKAN
Pasal . 44., -

i p: [N

48] Selain pejabat penyldlkz,umum_yang bettugas menyidik tindak
pidana, penyidikan;;atas tindak; pidana:sebagaimana dinaksud
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.d'alam Peraiuran Daerah in" dapat dilakukan juga oleh
Daerah yzmg pengangkatannya.-,.: _dlte_tapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

( ) Dalam melalﬁsanakan lugas, penyidikan, para Pejabat Penyidik
scbaualmana dlnlaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang

: """adauy'l tindak’ pldana R

b. “melakukan  tindakan’ perldma pddq saat itu dltempat

I\E_]adlal'l dan melakukan peimériksaan ;

c. menyuruh “berhenti seorang tersangka. dan memeriksa
- -tanda péngeral difi tersangka ;
d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
mengambil sidik jari-dan memotret seseorang ;

© f. memanggil orang: untuk- dlden gar dan d]perlksa sebagai
tersangka-atau‘saksi ;

fja

- dengan pemeriksaan perkara

h. ‘mengadakan penghentian penyidikan -setelah mendapat.
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwd” tersebut bukan ‘merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan. hal
tersebut kepada “Penuntut” Umum, tersangka atau
keluarganya'; -

i. mengadakan tindakan laii menurut hukum yang dapat .

dtpertanggungj awabkan.

{3) Dalam melaksmakzm tugasnya, penytdlk sebagaimana dimak-
. sud pada ayat (1) pasal ini -tidak berwenang melakukan
- penangkapan dan atau penahanan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagalmana dimaksud pada
ayat ( 1) pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan ten-
tang :
a. pemerlksaan tersangka
pemasukan rumah ;
- penyitaan bendd 50 e
;- peimeriksaan surat?y < i

7

~—

ap o

~.Seri : B::Nomor: : 1:
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mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya

-+ Seri® 1 #BHNom¥ s (1.1

e. pémeriksaan saksi ; _
f.~ipemeriksaan’;-ditempat. kejadian: dan  mengirimkarnya
kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI,

BAB xvil "
SANKSI ADMINISTRASI
Cortteers e e Pasaly A4S0 cowe

-E*‘Scldm etentuiziy 1)1(11111:1 sebag'umana dnmksud dalam Pasal 43

terhadap pehnggar’m ketérituan’ ddldin’ Pasal 4 ayat (2), pasal 10
avat (3). dan (6), Pasal 23 ayat (5) dan pasal 24 ayar (5), sampai
dengan hari ke 90 (sembilanpuluh) sejak baias waktu kewajiban
melapor dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan yaitu

pemberiari ‘Surat Keterangan Penjernihan Pendatiaran Penduduk.

Pasal - 46

(1} Dengan berlakunva Peraturan Daemh mi, maka Kari
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan
masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama

" masih-beflaku sampai habis masa berlakunya!” ~*

(2 Karty Tanda Penduduk yang berlaku seymur. hidup bagi

pendudu!\ vang berusia 60 . (enam ]Juluh) 1ahun ke atas
penggantiannya  dilakukan  sciclah Pc:zuur_;;n__ Daerah ini
dinyatakan berlaku. o
A BADB XX
TPENUTUDP:
Pasal ~ 47
Hal-hal yang . merupakan .pelaksanaan Perawran Daerah  ini
ditetapkan oleh Gubernur Kepala- Dacrah.
Pasal 48
Dengan berlakunva Peraturan Daeralr ini. maka Peraturan
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakaria Nomer 5 TFahun [99]
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda
Penduduk  dalam  wilavah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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-Pasal:.. 49 .
| l) Pemmran Daemh inix rdapat d[SE:bLlI Peraturan Penduduk
Pl Jakartant sl e na e
(7) Peraturan Daerah ini muial bérlaku pada tanggal diundang-

kan

o AT
Agar supayaisetiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
. pengundangan, Perawran Daerah_ini deugan penempatannya
dahm Lembaran aerah Daerah Khusus Ibukom Jakarta.

- Ditewt:_éfpkré‘uli: di J akarta
Pada tanggal ° 8 Peburari 1996

DAERAH DAERAH KHUSUS - -+ ~; : : IBUKOTA JAKARTA,

IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

DRS. MH. RITONGA . " SURJADI SOEDIRDJA
* Disahkan oleh Menteri Dalam’ VNEGLI’I dennau Sural Keputusan
"Nomor. : 474.31-392° :

Tangga_l ;29 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta Nomor 42 Tahun 1996 Seri B Nomor |
Tanggal 4 Jjuni 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH -
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DRS. H. HARUN AL RASYID
© ' NIP. 470030538,

- 28-. s Seri- : :B- Nomor:: . L+

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - . GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS .

“Tabhun 1996 N6, 42 29 .

© - ¢ PENJELASAN:

s}

S«_./.’.

ATAS

NOMOR I TAHUN ]996
TENTANG '

Peraturan Daerah Nomor Talitin - 1991 -tehtang: Penyc!engnaraan Peidatidian

" Penduduk’dan Kartu- Tanda Penc[uduk dalam wﬂavah Daerah Khusus Ibukota

Jal\am o SR e

Penyesua!an penetapan Lembah Pemturan Daerah ini dilakukan karena -
adany‘t perubahan-perubahan yang mendasar pada keseluruhan kesnsteman
penyelenggaraan pendaftaran pendudul\ yakm deng’m berlakunya

. Perawran  Menteri Dalam NGQEII Nomor 1A Tahun 4995 tentang

Penye]enzmraan Pendaftal an Penduduk dalam Keranoln Sistem [nformasi

Manajemen Kependudukarj

Keputusan Menieri Dalam Neaerl Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-

pokek Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Qcp'\rlemgn;_pqlmu

Negeri e E——

3. Kepurusan Memeu Dalam‘j-—;Nege.ri Nomor [A tahun 1993 lentang
.. Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku. serta Sarana Penunjang lainnva yang

" dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;

S

4 Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur

dan Tara Cara Penyelenggaradn Pendaftaran Penduduk d'nhm Keranoka
- Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ; : Thes
3. chmusan Menteri Datim Nevm ‘Némor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Daerah temang Penyelenggaraan Penduduk dalam
" Kerangka Sistem Informasi Manajerhen Kependudukan.
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Cakupan materi  Peraturan:,

- 30 - . Seri 4B \N,c_,)m__pr ol

izl

Daerah, ini pada hakekainya merupakan

penjabaran dari seluruh Ketentuan yang tclah ditetapkan olch Pemerintah Pusat
tersebut di mias dt.nadn nn_lcnak'lplhnm\ cmpuma]«m sesuai dengan kebuiwthan
dan kenidisi serta !\cmampuan penvdcnaeaman pundandran pchduduk i w ilayah

Daerah I\husus Toukota Fakarid.

o,
Lo Tt

Selain penvesuaian marerisebaghimana dimaksud di atas. pengaturan

hesarnyi retriblist pélavinan pendaibiran-péndudulks danKaril: Tands -Penduduk
sudab-tidak sesuni lagis denzany perkémbinian *Kéhdadn dan-penoclidrin nyaia

Pemiérinah:

Dacrah uituk  peigadaar dan’’ jemelihdraan ' sarana:” pelayanan

masvarakat sehingga perlu disestaikan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.,

_Pasal

Pasal

‘Pasal

{ hurul a s.d. p

Churnf-g-

huruf r s.d. ak

S

3 avat (1) dan {2
avat (3)

Cvaan;

Cukup jelas,

Yang dimaksud dengan Pendudul\ Sementara
adalah orang asing . vang ,mgnd'}pﬁ[. ‘izin
masuk™ (admission) dalam wilayal  Negara
Republik Indonesia  dengan memperoleh hak
uituk  diggal di Cwilavab - Daerah  Khusus
Tbukota Jakar 1'1 daiam W'lktu u.rtentu

Cukup jelas,

Yang' dimiaksud defgan hak mendapatkan pela-
adalah “bagi peldvanan  vang -telah
memenuhi persyaratan daldm pen\nelenumraan
pendaftaran penduduk.

Cukup jelas.

Sesuai dengan hukum dan kebiasaan Iniernasi-
onal.” para Pejabat alan wakil-wakil Diplomatik
dati negéira-négara asing mempunyai hak exter-
ritoriaal -ddn Cprivileges. “karena it mereka

berikur anggota keluarganya tidak dikenakan

kewajiban. memegang Kartu Tanda Penduduk.
Para. Konsul dibebaskan - dari kewajiban i
demikian pufa para pejabat organisasi Inernasi-
011al ImS't]n\'a dari Puscr:k‘:mn Bangsa-bangsa
dan’ ldm lain yang beketja, di 51m dleI’l fasilitas
atau pnwlcue itu.

Y

LD Tahiin 1996 Noo 42

“ayat (4}

ayaL (3)
- Pasal  3ayar(l) o

oy

. . ayarl(2)-
‘Pasal- -~ 6 ayat (1)

Pasal 7 ayat (1)

“ayat (2)"._
Pasal 8 ayat (0
ayat (2) a.

o ~ayat (2) b.
ayat (3) dan (4)

© " Pasal 4 ayat(1)s.d. (3) " “Cukup jelas.

Favat (2) s.di ¢4y

- 31 - L Sari VBY Nonior 1

W lneedl

Yang d1maksuc1 dengan l\ewa_uban “uniuk

elaporkan ke Walikotamadya, adaldh untuk
~penelitian’ dalam rangka : pengawasan’i dan

pengendalian Penduduk Warga Negara® Asmo
danr-Penduduk Sementara. :
Cukup. jelas.

Yang dimaksud dengan ch atas 7 (Luluh) bulan usia.

. kandungan adalah sesuai dengan Surat Keterangan
“Visum- et Repermm dari Dokter Puskesmas/

Rumgh Sakit atau Surat Keterangan lainnya.

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan Pelaporan Kematian

-adalah.-:faporan yang sesnai dengan Surat

- Ketérangan Visum et Repertum dari Dokter
. Puskesmas/Rumah Sakit atau Surat Keterangan
- lainnyh i

'Cukup Jelas.’

Yang termasuk dalam perpindahan adalah

" meliputi setiap perubahan alamat yang disebab-
- kan dark perpindahan,-
. Kelurahan, amar Kelurahan, antar Kecamatan,

baik dalam 1 (satu)

alar Kotamadya dan keluar Daeralh Klhwusus
Ibukota :Jakaria. Pendaftaran perpindahan
penduduk sebagaimana dimaksud ayat ini meru-
pakan kewajiban penduduk yang bersangkutan.

: Pendaf[aran perpindahan penduduk sebagai-

mana dmmksud pada . ayat ini merupakan
Kewajiban penduduk yang bersangkutan.

Cukup jelas.
Cukup Jelas.
Perpindahan dalam wilayah Daerah Klusus

.'Ibukota ‘Jakarta adalah perpindahan antar

Kelurahan dalam wilayah - Dacrah- Khusus

Ibukota Jakarta.
Cukup jelas.

“Cukup jelas. i




)
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Pasal

“Pasal

~Pasal

9

e L Penduduk.
"H

12

, z{}:ai {3y b.

13

' ayat (4)

" ayat (5) dan (6).

ayat l)dan(Z) i

~ 32 - 1 Seri

Perpmdahan datam,1 ¢ sam) Kelurahan. didaftar-
.. 4 kan  dengan menggunakan Fm mulir  Isian
-ﬁ;oid'\tz} Penduduk. '
Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia
dariw]uar wilayah Daerah Khusus [bukota
et Takarta térmasuk yvang, datang dari luar negeri.

avat {2) “ Kedatangan Penduduk Warga: Negara Asing

s neodar Juar wilayall  Daerahi: Khusug, . Ihukota
' .4 Jakartay dimaksudkan dari daerah lain dalam
foesooelo w7 wilayah:Republik Indonesia,
Cayat (By 0 U4 Cilkp jelas.

Kedatangan Penduduk Sementara dari negara

Pawt i e darinégara lain dan telah memperoleh ketetap-
' ' .anizin..tinggal terbatas di Daerah Khusus
Ihukota-Jakarta.

Keddtangdn Penduduk Sementara dari luar
wilayah Daerah Khusus- Ibukota Jakarta, adalah
kedatangan dari daerah :lain. dalam wilayah
Republik Indonesia. o '

ST

Yang dimaksudkan dengan proses penyelesaian
adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk
: Surat ~-Keterangan Pénjernihan Pendaftaran

ayar (l) s, d (3
'1y‘at EY

Cukup-jélas.

Pend'ittaran kedatangan Penduduk Sementara
‘ ndak d:benl\an Kartu Keluarga.

Cukup ]elas

ayat (3) a. : __Sural Ketemnmn Tamu terdiri dari Surat
l\eleranuan Tamu Warga Negara Indonesia dan
Sural Keteranoan Tamu Warua Negara Asmg

Cul\up ]elas_

ayat L) Yangn,_dunaksud -dengan instansi yang berwe-
nang adalall  instansi-instansi yang secara
funosmnal berkalian dengan penetap'm status

'11'3.&]’1

B, Nomop 3 &

lain adalah kedatangan orang asing yang.datang

LD: Fahun 1996 No: 42

Pasal

. Pasal

Pasal

,Pz-t:sal ‘

o Pasal

Pasal 2

14

16 -

17

18

laly-aitn(-S)‘ dan(4) ’ ) Cukup _]C]HS A

: Kartu Tanda Penduduk hanya dlberlkan kepada
'mereka yane telah berumur 17 (nguh “belas)
C

.F:Kewajl an melapor sebagaimana dimaksud ayat

avat { 1') ‘

ay"n 9’)

;'1)*'11 (-

ayat (2) -

ayat (1)

ayat (2) s.d. (4)
dan .19 .
ayat (1)

ayat (2)

: Perubahan  status
.. .- menyebabkan perubahan status kependudul\'m
;- adalaly;,status  Penduduk Sementara menjadi

i 'smvkutan‘

.Cukup jelas. e

- 33 - < Seid, B! Norloit :

Pelaporai kepada Wal:ikrdtam'i'dya di]akukan

. .- -setelaly. memperoleh Surat Keterangan dari
... Kepala.| Gelurahan,

-Pelaporan perubahan status kewarganegaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat ini merup'lkdn

" ‘kewajiban warganegara yang bensanﬂkuran

ke\\rarafmegaraam syang

Penduduk Warea Neaara Indonesia

ini mer'pakan kewajiban penduduk yang ber-

Cukup [el':s

Pendalmmn sebagaimana dirmaksud ayat ini
merupal\an kwajiban penduduk vang bersang-
Lutan

Pelaporan ke Walikotamadya dilakukan sebe—
lum didafiarkan di kantor Kelurahan.

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan keabsahan dokumen

‘adalah meliputi kelengkapan persyaratan dan-

kebenaran administrasi setiap jenis persyaratan
yang ditetapkan.

Cukup jelas.

Cukup jeias.

v

Data yang dicatat dalam Kartu Keluarga adalah

- jenis elemen data penduduk sebagaimana yang

telah ditetapkan dengan kelentmn perundantv-
undangan yang berlaku. el
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s

. Cukup jelas. .\ _‘
“#: Apabila“-dalam 1 (satu) l\cluarga terdapat
- ‘anggotd-keluarga vang berbeda kewarganegard-’
annyadengan anggota keluarga lainnya, maka
. . .:harus dipisankan Kartu Keluarga antara Warga
A oo Negara-Indonesia dan Warga Negara Asing.

" Bentuk, . isi, - ukuran, warna; dan bahan baku
Kartu. Keluarga, seswai dengan ketentuan
perundanE -undangan vang berlaku.

Pasal 22 U Perubah‘m data adalah perubahan akibat mutasi
data atau mitasi blodam

' Yang dimaksud dengan Wa_]lb dlbawa adalah
sebagai alat-bukti diri yang selalu melekat pada
7 setlap penduduk yang bersangkutan.

| "“,‘P-ztsa'l‘ 23 -ayaf (1)

,-_Bemuk, “isi, ukuran ‘warna dan bahan baku
Kartu  Tanda Penduduk, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ayat (2) : Setiép penduduk Daerah Khusus = Ibukota
. Jakarta hanya terdaftar di satu Kelurahan dan
hanya memegang 1 (satu) KTP. Penduduk yang
bersangkiitan tidak boleh memegang KTP

+ daerah- lain dalam wilayah Negara Repbulik

-~ Indonesia.’
Apabila’ yang . bersangkutan memiliki bebérapa
rumah tempat tinggal dalam.wilayah Negara
Republik Indonesia, yang bersangkutan harus
. memilih salab satu rumah sebagai tempat
tinggal tetap. '

ayat (3) s.d. (5 @ Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas. -
Pasal 25 ayat ([) 1 Cukup jelas.
. : ayat (2 - .- & “Yang dimaksud bertempart-tinggal tetap achhh
i , : : tidak mengalami perubahan data akibat murasi
' biodata. -

Pasal 26 ;" Cukup jelas.

LDD Tahun 1996 No., 42

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29 s.d; 34
Pasal 35 ayat (1) dan (2)
ayat (3) '

avat (4)
Pasal 36 s.d. 44
Pasal 45

Pasal 46 s.d. 49

- 35 - Seri : B Nomor : I

Bentuk, ist, ukuran, warna dan bahan baku
Kartu. Orang sesuai dengan Retentuan yang
berlaku.

Yang dimaksud dengan dipelihara adalah
menjaga kualitas tingkat akurasi dara dengan
melakukan pemuiakhiran data  secara terus
menerus, sedangkan dilindungl adalah -tertib
penyimpangan maupun penggunaan dan peman-
faatan dalam rangka menunjang kepentingan
Pemerintah.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kekhilafan dalam ayat
ini adalah kekhilafan yang dapat dimaafkan
seperti  terlambatmmya  pemerimaan  surat
ketetapan retribusi oleh wajib retribusi akibat
keterfambatan penerimaan.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan batas kewajiban
melapor dalam pasal ini adalah batas waktu
terakhir kewajiban sescorang untuk melakukan
pelaporan pendaftaran penduduk.

Pelanggaran yang melebihi batas waki ‘
melapor setelah hari ke 90 (sembilan pulub)
dilakukan proses pengadilan,

Cukup jelas.




